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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kepabeanan dan Beacukai” 
telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat 
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Kepabeanan dan 
Beacukai. 

Pesatnya perkembangan dunia perdagangan internasional harus 
diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan suatu regulasi 
yang dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan sekaligus 
melindungi industri dan perekonomian di dalam negeri. Lahirnya Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian di 
amandemen berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah 
landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan 
kepabeanan.  

Undang-undang Kepabeanan adalah salah satu pilar pokok untuk 
mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat 
memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus 
menghindari dampak buruk perdagangan internasional bagi bangsa 
Indonesia. Berdasarkan definisi ini fokus kegiatan utama kepabeanan 
dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fokus kepada kegiatan 
pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean 
(impor) dan terhadap keluarnya barang-barang ke luar daerah pabean 
(ekspor).  

Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas 
barang berupa bea masuk dan bea keluar. Tanggung jawab dan 
kewenangan melakukan kegiatan pengawasan dan pemungutan atas lalu 
lintas barang impor atau ekspor ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC), yaitu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah 
Kementerian Keuangan. Kegiatan pengawasan menempatkan bea cukai 
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sebagai aparatur border protection atas lalu lintas barang impor dan 
ekspor. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 

 
Maret, 2023 
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KONSEP DASAR KEPABEANAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Sistem bea dan cukai telah dipraktikkan dari masa dahulu oleh 

kerajaan-kerajaan di kepulauan negeri ini. Pada masa kesultanan-
kesultanan Islam, dikenal jabatan syahbandar dan bendahara yang 
bertugas memungut bea atas barang-barang yang diperdagangkan di 
pelabuhan. Di Mataram, dikenal gerbang-gerbang cukai di pedalaman 
yang untuk dapat melintasinya, dipungut iuran tertentu. Kepabeanan pada 
masa VOC dimulai saat Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen 
mengundangkan tarif bea masuk yang pertama di Batavia pada tanggal 1 
Oktober 1620. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, didirikan De Dienst 
der Invoer en Uitvoer Rechten en Accijnzen (I.U&A), sebuah jawatan di 
bawah Departemen Keuangan. Pada masa ini, tidak hanya kepabeanan 
saja yang diurus oleh Dinas I.U&A, melainkan juga cukai. Petugas bea-
cukai pada masa ini dikenal sebagai douane, mantriboom, atau tolenaar. 

Pada masa pemerintahan Jepang, pulau Jawa dan Madura di bawah 
kendali pemerintahan militer Angkatan Darat (Gun) Kekaisaran Jepang ke-
16 dengan ibu kota di Jakarta. Sementara di Sumatera oleh AD Kekaisaran 
Jepang ke-25. Pulau-pulau lainnya di bawah pemerintahan Kaigun 
(Angkatan Laut) Kekaisaran Jepang dengan ibu kota di Makassar. Untuk 
Jawa dan Madura, pemerintahan Jepang yang disebut Gunseikanbu 
mengeluarkan Osamu Serei (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 1942 yang 
dalam Pasal 1 angka 2-nya disebutkan bahwa “untuk sementara waktu 
bea tidak usah diurus.” Dimana dapat diartikan bahwa kegiatan 
kepabeanan dibekukan, sehingga hanya cukai saja yang dijalankan. Cukai 
berada satu bagian dengan jawatan pajak pemerintahan Jepang di bawah 
departemen keuangan yang bernama Zaimubu. Sebagian pegawai bea dan 
cukai Indonesia zaman Belanda pada masa ini disalurkan ke jawatan 
pelabuhan. Sementara itu, tidak diketahui bagaimana kebijakan 

BAB 1 
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REGULASI YANG TERKAIT  
KEPABEANAN DAN BEACUKAI 

 

A. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan Negara terbesar ke-14 di dunia dengan luas 

wilayah + 1,9 juta.  Wilayah Indonesia terdiri dari banyak kepulauan yang 
dihubungkan dengan perairan berupa laut. Saat ini, Indonesia juga 
dikategorikan sebagai Negara berkembang. Untuk itu, diperlukan fungsi 
pelayanan dan pengawasan yang berhubungan dengan kebijakan fiscal 
untuk meningkatkan perekonomian dan melindungi masyarakat Indonesia. 

Bea dan cukai ada di Indonesia untuk menjadi institusi yang berfungsi 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Indonesia 
dari masuknya barang - barang yang terkena larangan dan pembatasan 
(lartas). Bea dan cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat 
dipercaya masyarakat dalam pelayanan maupun pengawasan. Hal 
tersebut didukung dengan adalah pelayanan prima (Service Level 
Agreement). Bea dan cukai telah banyak melakukan perbaikan baik dari 
dalam instansi sendiri atau dari luar instansi seperti pengaduan 
masyarakat. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu 
yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk 
atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk, selanjutnya 
menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, 
yang dimaksud dengan Bea merupakan pungutan suatu negara yang 
dikenakan setiap barang ekspor maupun impor. Sedangkan cukai adalah 
pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat atau 
kriteria yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.  
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STAKEHOLDER DALAM KEPABEANAN  
DAN KEWENANGANNYA 

 

A. PENDAHULUAN 
Stakeholder dalam kepabeanan merupakan salah satu bagian penting 

dalam sistem kepabeanan. Stakeholder memiliki peran dan kepentingan 
yang beragam dalam proses kepabeanan. Oleh karena itu, memahami 
stakeholder dan kewenangannya dalam kepabeanan sangat penting untuk 
memastikan proses kepabeanan berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
regulasi yang berlaku. 

Stakeholder sendiri meliputi pelaku usaha, pemerintah, asosiasi 
industri, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder memiliki peran dan 
kepentingan yang berbeda-beda dalam proses kepabeanan. Kewenangan 
stakeholder dalam kepabeanan bervariasi, tetapi pada dasarnya meliputi 
tugas dan tanggung jawab mereka dalam memastikan proses kepabeanan 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh sebab 
itu, masing-masing stakeholder membutuhkan perhatian dan perlakuan 
yang adil dan setara dalam setiap kegiatan kepabeanan. 

Kepentingan dan kewenangan semua stakeholder merupakan hal yang 
penting dalam kegiatan kepabeanan, karena dapat mempengaruhi 
kesuksesan dan keberlangsungan kegiatan, serta memastikan 
kesejahteraan bersama dan keterpaduan antar pihak yang terlibat. Dalam 
hal ini, pemerintah sebagai regulator harus memainkan peran yang aktif 
dan adil dalam memastikan bahwa kepentingan dan kewenangan semua 
stakeholder terpenuhi dengan baik. 

 

B. DEFINISI  
Stakeholder dalam kepabeanan adalah individu atau kelompok yang 

memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap proses kepabeanan. 
Menurut beberapa ahli, definisi stakeholder adalah sebagai berikut: 
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PELAKU BISNIS DALAM LINGKUP  
KEPABEANAN DAN BEACUKAI 

 

A. PENDAHULUAN 
Pelaku bisnis dalam lingkup kepabeanan dan bea cukai adalah individu 

atau perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis yang terkait dengan 
impor, ekspor, dan distribusi barang yang akan diuraikan pada Bab IV. 
Pelaku bisnis dalam lingkup kepabeanan dan bea cukai bukan hanya 
melibatkan pengusaha impor dan ekspor saja, namun juga terdapat pelaku 
bisnis lainnya yang berkontribusi untuk kelancaran proses bisnis ekspor 
dan impor. Dalam melakukan aktivitas bisnis ini, mereka harus memenuhi 
peraturan kepabeanan dan bea cukai yang berlaku di negaranya. 
Kepabeanan dan bea cukai bertujuan untuk memastikan pembayaran 
pajak dan pengawasan barang yang masuk dan keluar negara. Dengan 
memahami dan mematuhi peraturan kepabeanan dan bea cukai, pelaku 
bisnis dapat menghindari masalah hukum dan biaya yang tidak perlu. 
Karena itu, pengetahuan tentang pelaku bisnis sangat penting bagi siapa 
pun yang berniat untuk melakukan bisnis impor maupun ekspor baik di 
Indonesia maupun negara tujuan agar dapat memanfaatkan bantuan dari 
pelaku bisnis lainnya dalam ranah perdagangan lintas batas.  

 

B. IMPORTIR 
Secara umum, definisi Importir dalam lingkup kepabeanan dan bea 

cukai adalah individu atau perusahaan yang melakukan aktivitas impor 
barang dari luar negara. Dalam melakukan aktivitas ini, importir harus 
memenuhi peraturan kepabeanan dan bea cukai yang berlaku di 
negaranya, seperti membayar bea masuk, pajak, dan biaya lainnya yang 
berlaku. Importir juga harus memastikan bahwa barang yang diimpor 
memenuhi syarat dan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, importir mungkin juga harus 
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KEPABEANAN EKSPOR 

 

A. PENDAHULUAN 
Bab ini secara khusus menjelaskan mengenai kepabeanan ekspor di 

Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas bisnis entitas tak 
sedikit yang melakukan transaksi ekspor dan impor, untuk itu perlu adanya 
suatu peraturan kepabeanan ekspor yang dapat dijadikan acuan oleh para 
pelaku bisnis. Didalam chapter ini, dasar hukum kepabeanan di bidang 
ekspor akan diulas pertama kali, berikutnya dilanjutkan dengan mengulas 
pengertian terkait kepabeanan ekspor, tarif dan nilai pabean, tata laksana 
ekspor, prosedur kepabeanan serta sanksinya. Bab ini juga diakhiri dengan 
soal - soal mengenai kepabeanan ekspor. 

 
B. DASAR HUKUM KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 
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5. PMK 214/PMK.04/2008 s.t.d.d PMK 86/PMK.04/2016 tentang 
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6. PMK 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, CPO 

dan Produk Turunannya. 
7. PMK Nomor 13/PMK.010/2017 s.t.d.d PMK Nomor 

166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan 
Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. 
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FASILITAS KEPABEANAN 

 

A. PENDAHULUAN   
Fasilitas kepabeanan adalah kemudahan yang disediakan dan 

diberikan oleh institusi kepabeanan berkaitan dengan kegiatan ekspor 
impor dalam rangka mendorong perekonomian nasional, mendorong 
ekspor, menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri, dan 
meningkatkan produksi dalam negeri. Manfaat yang diperoleh dari 
pemberian fasilitas kepabeanan diantaranya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, daya saing, tenaga kerja, serta devisa ekspor. Undang-undang 
Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan 
Undang-undang 17 tahun 2006 menjadi dasar hukum dalam pemberian 
insentif berupa fasilitas kepabeanan guna memberikan meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian nasional.  

 

B. JENIS FASILITAS KEPABEANAN 
Fasilitas kepabeanan terdiri atas dua kelompok besar fasilitas, yaitu 

fasilitas pelayanan kepabeanan dan fasilitas fiskal kepabeanan. Fasilitas 
yang termasuk dalam kelompok fasilitas pelayanan adalah Mitra Utama, 
Rush Handling, Vooruitslag, Prenotification, truck loosing, returnabel 
package dan pre-entry classification. Adapun yang termasuk dalam 
kelompok fasilitas fiskal adalah terkait pemberian Bea Masuk (BM) 
dibebaskan, preference rate, BM yang tidak di pungut, BM bebas Pasal 25 
dan Pasal 26 BM dikembalikan, dan BM DTP.  
 

C. FASILITAS PELAYANAN KEPABEANAN 
Fasilitas pelayanan atau juga dikenal dengan fasilitas prosedural 

merupakan fasilitas yang diberikan guna menciptakan pelayanan yang 
optimal dengan efisiensi yang tinggi. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah 
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KONSEP DASAR CUKAI 

 

A. PENDAHULUAN  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 mengenai 

cukai, akan tetapi telah berubah sesuai undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 mengenai perubahan terhadap Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 11 mengenai cukai: “cukai sebagai 
pungutan negara yang dibebankan terhadap barang-barang tertentu yang 
mempunyai karakteristik serta sifat sesuai dengan undang-undang adalah 
penerimaan negara untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan 
keseimbangan. 

Di antara banyak cara negara dapat mengumpulkan uang adalah 
melalui cukai. Di ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan produk 
kena cukai (BKC) paling sedikit. Pemerintah berniat menambah tiga objek 
barang kena cukai (BKC) baru melalui RUU Omnibus Law Perpajakan, 
sehingga kemungkinan besar sikap itu akan berubah. Rokok merupakan 
salah satu produk dengan cukai tertinggi dan juga salah satu pungutan 
cukai tertinggi. 

Dari segi filosofis, cukai dahulu disebut sebagai “sin tax” karena 
dibebankan terhadap produk-produk yang konsumsinya akan 
menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup maupun 
konsumen. 

Negara mendistribusikan pembayaran bagi hasil tembakau (DBH CHT) 
setiap tahun ke provinsi penghasil cukai atau tembakau. Tiga kategori 
masing-masing menerima anggaran: 40% untuk kesehatan, 50% untuk 
kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. 

Sumber utama penerimaan negara adalah cukai. Dapat kita lihat pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana kontribusi dari 
cukai terus meningkat. Konteks inilah yang mendorong negara terus 
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RUMUS PERHITUNGAN PAJAK, BEA, DAN CUKAI 

 

A. PENDAHULUAN   
Pemerintah menetapkan pungutan atas barang impor, barang ekspor, 

dan barang yang dikenakan cukai. Pengenaan pungutan tersebut untuk 
meningkatkan penerimaan negara dan proteksi barang dalam negeri. Jenis 
pungutan negara yang dikenakan berupa: Bea Masuk, Bea Masuk 
Tambahan, Bea Keluar, Cukai (apabila barang kena cukai), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 
dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).  

Perhitungan pungutan negara dapat dilakukan setelah diketahui Nilai 
Pabean dan Tarif atas Bea, Cukai dan Pajak atas Barang Impor/Ekspor, 
serta Barang kena Cukai. Nilai Pabean merupakan harga transaksi yang 
digunakan dalam menghitung besarnya bea masuk. Tarif Bea Masuk, Bea 
Keluar, dan pajak-pajak dalam rangka impor dapat dilihat di Buku Tarif 
Kepabeanan Indonesia (BTKI).   

 

B. PERHITUNGAN BEA MASUK DAN BEA KELUAR 
1. Nilai Pabean 

Nilai Pabean adalah nilai transaksi dari suatu barang yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan Bea Masuk. Nilai transaksi adalah harga yang 
sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas 
barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah dengan 
biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang 
sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan ditambah dengan 
nilai dari barang dan jasa.  

Apabila nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, 
maka nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan 
nilai transaksi barang dari barang identik, yaitu barang yang sama dalam 
segala hal, setidak-tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, 
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Impor 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
192/PMK.010/2021 Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, 
Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.10/2022 
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea 
Keluar. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
41/PMK.010/2022 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 
Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan 
Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan.  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Cukai. 
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MACAM PAJAK DAN PERBEDAANNYA  

PPH, PPN DAN PPnBM 

 

A. TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari dan menyelesaikan bab ini, pembaca di harapkan 

mampu untuk memahami Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) DAN PPnBM dan perbedaannya berkaitan dengan Kepabeanan 
& Beacukai. 

 

B. TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari dan menyelesaikan bab ini, pembaca di harapkan 

mampu untuk: 
1. Menjelaskan pengertian pajak 
2. Menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 
3. Menjelaskan Pemungut PPh Pasal 22 
4. Menjelaskan Tarif PPh pasal 22 
5. Contoh perhitungan PPh pasal 22 
6. Menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
7. Menjelaskan Objek dan subjek PPN 
8. Menjelaskan Tarif PPN berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan 
9. Contoh Perhitungan PPN 
10. Menjelaskan, subjek, objek, dan tarif serta contoh perhitungannya 

Pajak Penjualan Atas Barang mewah (PPnBM) 
  

C. URAIAN MATERI 
1. Pengertian Pajak  

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah 
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku “Pengantar 
Ilmu Hukum Pajak” (1991:2): “Pajak adalah iuran kepada negara ( yang 

BAB 9 
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Isu. Bandung: Kencana Penada Media Group.  
Hendrojogi. 1997. Koperasi: Azas-Azas, Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 
Judisseno, Rimsky. 2004. Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
Prabowo, Yusdianto. 2001. Akuntansi Perpajakan Terapan. Jakarta: PT 

Grasindo. 
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan, Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat 
UU no 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perapjakan. 
Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 
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PENERAPAN PELAYANAN KEPABEANAN MELALUI 
ELEKTRONIK (NATIONAL SINGLE WINDOWS) 

 

A. PENDAHULUAN   
Sejak 1 Januari 2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah 

mewajibkan pengurusan dokumen ekspor dan impor dilakukan secara 
daring (online), dimana Program Pertukaran Data Elektronik (PDE) melalui 
internet ini diterapkan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha 
(Ease of Doing Business) di Indonesia. Adapun maksud penggunaan PDE 
internet ialah untuk menurunkan biaya pengurusan, mempercepat 
jalannya proses bisnis, menciptakan equal treatment pada pengguna 
aplikasi ekspor, impor serta manifes, dan memiliki cakupan sistem yang 
lebih luas sehingga waktu dan tempat tidak terbatas untuk melakukan 
pengiriman data. 

Dikutip dari penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 10 Tahun 
1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 
2006 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Kepabeanan) disebutkan bahwa Pemberitahuan pabean adalah 
pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban 
pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang 
kepabeanan.  

Selanjutnya yang dituangkan dalam pasal 28 Undang-Undang 
Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk 
mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan 
pabean. Diantaranya pengaturan mengenai bentuk Pemberitahuan 
Pabean yang dapat ditetapkan, baik berupa tulisan di atas formulir, disket, 
maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas. 

Berikut Contoh Pemberitahuan Pabean adalah: 
1. Pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut; 
2. Pemberitahuan impor untuk dipakai; 

BAB 10 
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Perhubungan 2019, 31 (1): 35-46 
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